
 

 

71 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisa mengenai perlindungan hukum yang 

diberikan Rumah Sakit Harapan Kota Magelang terhadap perawat yang 

bekerja pada malam hari dapat ditarik kesimpulan:  

1. Perlindungan yang diberikan terhadap perawat yang bekerja pada malam 

hari belum maksimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yang 

menghambat pelaksanaan perlindungan hukum tersebut yaitu kendala dari 

pihak Rumah Sakit, kendala dari pihak perawat, kendala dari perundang-

undangan dan kendala dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 

Kota Magelang 

2. Upaya yang ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan kendala dalam 

pelaksanaan perlindungan hukum bagi perawat yang bekerja pada malam 

hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang dilakukan oleh pihak 

Rumah Sakit dan Perawat dengan menyediakan suatu mekanisme untuk 

mengajukan keluhan dan memberikan respon atas keluhan tersebut. 

Sementara pihak Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan 

Transmigrasi Kota Magelang melakukan upaya sosialisasi hak-hak pekerja 

dan perlindungan hukumnya serta melakukan pengawasan. 
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B. Saran 

1. Pihak Rumah Sakit sebaiknya tidak hanya mementingkan segi ekonomi 

dan kepraktisan saja melainkan lebih mementingkan perlindungan hukum 

dan hak bagi perawat yang bekerja pada malam hari sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 

Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan 

Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00. 

2. Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Magelang 

diharapkan melaksanakan sosialisasi hukum secara teratur dan terjadwal 

mengenai perlindungan hukum bagi perawat yang bekerja pada malam 

hari sesauai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang 

Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai 

dengan 07.00. 

3. Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Magelang 

diharapkan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Rumah Sakit 

Harapan dalam pelaksanaan perlindungan hukum secara lebih teratur, 

terjadwal, dan teliti agar pelaksanaan perlindungan hukum dapat berjalan 

maksimal. 

4.  Komunikasi dan keterbukaan antara pihak Rumah Sakit, perawat, serta 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Magelang perlu 
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ditingkatkan agar dapat memunculkan solusi demi terwujudnya 

perlindungan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
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